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Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
di sefuruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor SE- 64 /PJ/2009

TENTANG

PEKERJA YANG MEMPEROLEH PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DITANGGUNG PEMERINTAH

Sehubungan dengan hasil evaluasi atas penggunaan dana stimulus Pajak Penghasilan
Pasal 21 ditanggung Pemerintah oleh pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha
tertentu dan banyaknya pertanyaan mengenai kriteria pekerja yang memperoleh PPh Pasal 21
ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009
tentang Pajak Penghasilan Pasat 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada
Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 49/PMK.03/2009, dengan ini disampaikan hal-ha! sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak
Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategort
Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
49/PMK.03/2009, diatur antara lain:

a. Pasal 2, Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan kepada
pekerja yang bekerja pada pemberi kefja yang berusaha pada kategori usaha
tertenty, dengan jumlah penghasitan bruto di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan
tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam satu bulan.

b, Pasal 2A ayat (1), Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan
kepada pekerja yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sampal dengan Masa Pajak Juni 2009, sedangkan mulai Masa Pajak Juli 2009 hanya
diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan telah memiliki Nomor Pokok Waijib Pajak.

¢. Pasal 3, Kategori usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

1) kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan
kehutanan;

2) kategori usaha perikanan; dan
3} kategori usaha industri pengolahan,
yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menter!
Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Keuangan ini.



Termasuk dalam pengertian pekerja sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a,
adalah:

a. pekerja di cabang perusahaan yang kantor pusatnya memenuhi kategori usaha
tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c;

b. pekerja pada perusahaan penyedia tenaga kerja (outsourcing) yang ditempatkan pada
perusahaan pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu sebagaimana
dimaksud daiam butir 1 huruf ¢; dan

¢. pekerja pada pemberi keria yang melakukan pekerjaan pengolahan barang
berdasarkan pesanan (maklon) yang pekerjaan pengolahannya memenuhi kategori
usaha industri pengolahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf ¢ angka 3).

Pekerja sebagaimana dimaksud dalam butir 2 memperoleh Pajak Penghasilan Pasal 21
Ditanggung Pemerintah melalui:

a. cabang perusahaan untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a;

b. perusahaan penyedia tenaga kerja (outsourcing) untuk pekeria sebagaimana
dimaksud dalam butir 2 huruf b; dan

¢. pemberi kerja untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c.

Pajak Penghasitan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan kepada peketja
sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b dengan cara perusahaan penyedia tenaga
kerja menyampaikan surat pemberitahuan sesuai lampiran 1 Surat Edaran ini ke Kantor
Pelayanan Pajak tempat perusahaan penyedia tenaga keria terdaftar dengan
melampirkan surat pernyataan dari perusahaan tempat tenaga kerja tersebut diternpatkan
sesuai lampiran 2 Surat Edaran ini.

Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan kepada pekerja
sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf ¢ dengan cara pemberi kerja menyampaikarn
surat pernyataan mengenai pekerjaan pengolahan barang berdasarkan pesanan sesuai

lampiran 3 Surat Edaran ini kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat pemberi kerja
terdattar.

Surat pemberitahuan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butic 4 dan
butir 5 disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan Pasal 21 saat pelaksanaan pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21
Ditanggung Pemerintah.

Kantor cabang, perusahaan penyedia tenaga kerja, dan pemberi kerja sebagaimana
dimaksud dalam butir 3 dapat melaksanakan pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21
Ditanggung Pemerintah mulal Masa Pajak Februari 2008 melalui pembetulan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak adalah:

a. Kantor Pelayanan Pajak tempat kantor cabang terdaftar melakukan penelitian atas
kebenaran kategori usaha kantor pusat dari kantor cabang tersebut melalui database
Direktorat Jenderal Pajak;

b. Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan penyedia tenaga kerja terdaftar
menyampaikan konfirmasi kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat rekanan
perusahaan penyedia tenaga kerja terdaftar mengenai surat pernyataan berusaha
pada kategori usaha tertentu dan pegawai yang ditempatkan yang telah disampaikan
rekanan perusahaan penyedia tenaga kerja;

c. Kantor Pelayanan Pajak tempat pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam butir 3
huruf ¢ terdaftar melakukan penelitian atas kebenaran kegiatan pengolahan bar._ang
berdasarkan pesanan {maklon) dengan format hasil pensiitian sebagaimana Lampiran
4 Surat Edaran ini,



10.

Pelaksanaan pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah kepada
pekerja sebagaimana dimaksud dalam butir 2, termasuk dalam hal pemberi kerja
memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pekerja atau menanggung
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pekerja, dilaksanakan sesuai
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 tentang Pelaksanaan
Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan
Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2009.

Para Kepala Kantor diminta melakukan sosialisasi kepada serikat pekerja, dinas tenaga
kerja, maupun asosiasi perusahaan terkait dan para Kepala Kantor Wilayah diminta untuk
mengawasi pelaksanaan pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah
tersebut.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
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Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;

Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;

Kepala Biro Humas Departemen Keuangan;

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.




‘KOP SURAT"

Lampiran

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE - 84 /PJ/2008 tentang Pekerja yang
Memperoleh Pajak Penghasitan Pasal 21
Ditanggung Pemerintah

Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak .......

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor :

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor

43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal

21 Ditanggung Pemerintah Atas

Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009, dengan ini disampaikan bahwa kami:

Nama Perusahaan ;
NPWP :

adalah perusahaan penyedia tenaga kerfja (outsourcing) yang menempatkan pekerja kami

pada;
Jumlah !
' pekeria Nomor Kontrak Keterangan
No | Nama Perusahaan NPWP KLU yang Pekerjaan (Surat Pemygataan)
. ditempat !
! Kan
1. Nomar: .......
2, Nomor: .......
3. Nomaor: .......
L4
Jumtah

Demikian kami sampaikan untuk memenuhi persyaratan sesuai Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE - 64 /PJ/2009 tentang Pekerja yang Memperoleh Pajak Penghasilan
Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

Lampiran:

Surat Pernyataan dari rekanan.

Jakarta,
cap dan tanda tangan pengurus

Nama
NPWP

Y



Lampiran 2

Surat Edaran Direktur Jenderal Fajak Nomor
SE - 64 /P.1{2009 tentang Pekerja yang
Memperoleh Pajak Penghasilan Pasal 21
Citanggung Pemerintah

‘KOP SURAT

Yth Direktur PT ...
1 | I

SURAT PERNYATAAN
Nomor :

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
43/PMK.03/2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas
Penghasilan Pekeria Pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009, dengan ini menyatakan bahwa kami:

Nama Perusahaan
NPWP :

adalah perusahaan yang berusaha pada kategori usaha vireee.gdengan KLU L yang
mempekerjakan pekerja dari perusahaan penyedia tenaga kerja {outsourcing):

Nama Perusahaan :
NPWP :
Nomor Kontrak
Tanggal Kontrak

dengan rincian:

| No _Nama Pekerja ~_ NPWP | Penghasilan yang dibayarkan

Jumlah | Rp

Demikian kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuaj Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 64 /PJ/2008 tentang Pekerja yang Memperoleh
Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. %4\

Jakarta, IL

cap dan tanda tangan pengurus

Nama
NPWP



Lampiran 3

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE - 84 /PJ/2009 tentang Pekerja yanyg
Memperoleh Pajak Penghasiian Pasat 21
Ditanggung FPernedintah

"KOP SURAT"

Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak .......
Lo

SURAT PERNYATAAN
Nomor ;

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas
Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009, dengan ini menyatakan bahwa kami:

Nama Perusahaan
NPWP :
KLU

adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pekerjaan pengolahan barang berdasarkan
pesanan (makion) dengan gambaran umum kegiatan pekerjaan sebagai berikut:

Nomor Kontrak Nama dan NPWP
Peketjaan Perusahaan Pemilik Gambaran Umum Pekerjaan yvang Dilakukan
Makion Barang

Demikian kami sampatkan untuk memenuhi persyaratan sesuai Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE - 64 /PJ/2009 tentang Pekerja yang Memperoteh Pajak Penghasilan
Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

Jakarta,

cap dan tanda tangan pengurus

Nama
NPWP

Lampiran:
Fotokopi kontrak pekerjaan makion.



Lampiran 4

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE - 64 /PJ/2009 tentang Pekerja yang
Memperoleh Pajak Penghasilan Pasal 21
Ditanggung Pemerintah

‘KOP SURAT”

LAPORAN HASIL PENELITIAN
Nomor :

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Direkiur Jenderal Pajak
Nomor SE- 64 /PJ/2009 tentang Pekerja yang Memperoleh Pajak Penghasilan Pasaj 21
Ditanggung Pemerintah dan berdasarkan hasil penetitian yang dilaksanakan diketahui bahwa:

Nama Perusahaan
NPWP

KLU

Nomor Surat Pernyataan

adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pekerjaan pengolahan barang berdasarkan
pesanan {maklon) dengan gambaran umum kegiatan pekerjaan sebagai berikut:

—
Nomaor Kontrak Nama dan NPWP
Pekerjaan Perusahaan Pemilik Gambaran Umum Pekerjaan yang Dilakukan
Maklon Barang
Menvyetujui, Mengetahui, Peneliti,
Kepala Kantor Kast Pengawasan dan AR
Kensultasi...

NIP. NIP NIP.




